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BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dengan semakin berkembangnya usaha
perdagangan baik secara tradisional maupun modern,
keberadaannya perlu diberdayakan agar dapat hrmbuh
dan berkembang serasi, saling memperkrat, saling
memerlukan serta saling menguntungkan;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 53/M-DAG/PER/ 12l2AOg tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, f\rsat
Perbelanjaan darrr Toko Modern, m.aJ<a keberadaan dan
perkembangan toko modern perlu ditata agar tetap tercipta
persaingan yang sehat dan saling menguntungkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huratf b, perlu menetaplcan Penaturan

Bupati, tentang Penataan Toko Modern di I(abupaten

Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenhrkan Daerah-daerah I(abupaten Dalam

Lingk lngan Propinsi JawaTgngah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana

telatr diubah beberapa kali teral*rir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Perubatran Kedua
Atas Undang:Undang Nomor 32 ?ahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Iadoaesia Tahun 2OOg Nomor 59, Tambahan Lesftaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
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g.'Undang-Undang Nomor 2O Tat1r3 2OO8 tentalg Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 93, Tambahan lnrnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a866);

4. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indssesia Tahus 2QLL Nqmqr 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523al,;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2AO7 tentang

waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OA7 Nomor 9O, Tambahan l*mbaran Nega.ra Republik

Indonesia Nomor a7a2l;

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OA7 tentang
pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan ;

7. Peraturan Presiden Nomor tLz Tahun 2OOT tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Rrsat

Perbelanjaan dan Toko Modern;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun

2OO8 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Temanggung (Lembatanl Daerch Kabupatea Te'maaggurlg

Tahun 2OO8 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah KabUpaten Temanggung Nomor 14

Tahun zaog tentang Pelayanan Terpadu saflr Pinzu

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tafuin 2OOg

Nomor 1.4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15

Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (kmbaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OLL Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten TemanggUng Nomor 1 Tatrun

2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011-2031 {kmbaran Daerah

Kabupaten Temanguag Tahun 2Ol2 Nomor 1, Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Temanggung Nornor L);

12. Perattrran Daer'ah Kabupatea Temangguag Nomor 10

Tahun 2AL2 tentang Retribusi Izia Mendirikan Bangunan

{Lembaraa Daerah Kabupaten Temasggwlg Talruu 2QL2

Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 1O);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12

Tahun 2At2 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2A12 Nonnor 12,

Tambahan Lembardrt Daerah Kabupaten Temangung
Nomor 12);



14. Peraturan Menteri penaagangan Nomor 12lM-
DAGIPER/3/2OO6\ tentang Tata Caxa Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba; Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 36/M-DAG lPEF.lg l2OO7 tentang

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor a6 /M-DAlPer I 9 / 2OO9 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indsnesia Nomor

36/M-Dag lPe:rlg l2AO7 teatang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan;

15. Peraturan Menteri Perdagiangan Nomor 53/M-
DAG/PER lL2lzAOS tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, h.Lsat Perbel,anjaan dan Toko

Modern;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FERATURAN BUE'ATI TENTANG P'ENATAAN TOK0 MODERN

DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

t 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yaflg melakukan usaha maupux yang tidak melakukan usaha yang

meliputi per$eroan terbatae, per$eroan komanditer, perseroan.lainnya, badan

usaha milik negara [BUMN], atau badan usaha milik daerah TBUMD] dengan
nama darl dalan bentuk apapun, firma., kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekuttran, perkumpulan, yayasan, organisasi mas$a, organisasi sosial
politik, atau organieasi lainnya, lembaga dan benttrk Badam lainnya terrnasuk
kontrak investasi kolelrtif dan benhrk usaha tetap.

5. Pasar Tradisiona] addah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah termaslrk kerjae,ama dengan tempat usaha berupa
toko, kios, Ios, tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, modal
menengah, owadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,

modal kecil dan dengan prose$ jual beli barang melalui tawar menawar.
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6- Idmimor*et arrahh sarana atau tempat usaha rmtuk rclaktrkan penjualan

barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eoeran langsung kepada

konsumerr dengan cara pelayanan sendiri (swalayan|.

7. etprmadcet adalah sarlana atau tempat usaha untuk melakul<an penjualan

barang barans kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sarnbilan

bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara

pelayanan mandiri.

8- Hypermnrlcet adalah sarEula atau tempat usaha untuk melakukan penjualan

ba-rangbarang kebutuhan rumah tangga terrnasuk kebutuhan sarnbilan

bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang

didalamnyaterdii atas pasar swalayan, toko maderrr dan toko serba adayaortg

menyatu datam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan aecara

u,rnggd.

9. Department Store adalah sararla atau ternpat usalre. untuk melalnrkan

penjualan barang-barang konsumsi utamanya produk sandang dan

perlengftapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau
tingkat usia konsrrmen.

10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
mengatur dan menata kehradaan dan pendirian toko modern di daerah agar

tidak merugikan dan mema.tikan pasar tradisional, usaha kecil, dan koperasi
yang ada.

1 1. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah

dalam rangka melindunsi pasar tradisional, usqha kecil daa koperasi dari
persaingan y{ry tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya, sehingga

t.etap eksis dan mar-npu berke.mbang meujadi lebih b,alk,

12. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha

skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan
oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip sa"ting

memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk
menjual harang dan terdiri dari hanya satu penjual.

14. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, me4jual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarlcet, Sr4termarlcet,

Dep artmenstore, Hg permarlet, atanuptun grosir yang berbenftrk perkulakan.

15. Usaha Milcrg, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah
kegiatan ekonomi berskala mikro, kecil, dan menengah.

16.lzrrl adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pernerintah Daerah berdasarkan
peraturaR yang berlaku yang merupakan bukti legah,tas, menyatakan sah

etau diperbolehkannya orang atatr badan untuk melakukan usaha atau
kegiatan tertenfu.

17. Perizinan adaldh pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku usahe.

tertentu, baik berupa izin atau tanda daftar tlsaha.



BAB tr
MAKSI.'D DAN TUJUAI{

Pasal 2

Maksud Ferahrran Bupati ini adalah untuk menjaga keseimbangan

pertumbuhan toko modern, pasar tradisional dan UMKM dalam rangka

meninglatkan perekonomian.

Pasal 3

I\rjuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. menciptakan iktim usaha yang mendorong kemitraan yang kokoh dengan

prinsip saling menguntungkan, saling mernperkuat dan saling memerlukan;

b. mewujudkan keselarasan, keseimbangan untuk tumbuh dan berkembangnya

toko rnodern, pasar tradisional dan UMKM.

- BAB III
\_*

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penataan toko modern di Daerah

meliputi penataan, pedinan, pembinaan dan pengawasan serta kemitraan

usaha.

BAB IV
PENATAAN TOKO MODERN

Bagtan Kesatu
Pendirian Toko Modern

Hasai 5

!. (1) Ketentuan pendirian Toko Modern adalah sebagai berikut:

a. Lokasi pendirian Toko Modern wqiib mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Rr-lang Kecarnatan;

b. Inkasi pendirian Toko Modern diutamalran pada wilayah perkembangan

ekoaomi baru;
c. Jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional disesuaikan dengan

wilayah kecarnatan dengan rincian sebagai berikut:
1) Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan, sekurang-

kurangnya 5OO m;

2) Kecamatan Priagsurat, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Bulu,
Kecamatan KedU, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Candiroto,

sekurang kurangnya 40O m:

3) Kecamatan Tlogornulyo, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kledung,

Kecamatan Kaloran, Kecamatan l(andangan, I(ecamatan Jumo, dan

Kecamatan Elejen, sekurang kurangqra berjarak 300 m; dan



a) Kecarnatan Selopampang, IGcamatan Bansari, IGcanatan Gemawang,

IGcamatan \tonoboyo, dan Kecamatan Tretep, sekurang kurangnya
beq'arak 3@ m.

d. Jarak antara Toko Modern dengan UMKM Sejenis disesuaikan dengan

wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
1) Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan, dan Kecamatan

ffgadirejo, sekurang-kurangnya 2OA m;

2) Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembarak,
Kecamatan Selopampang, Kecamatan Bu1u, Kecamatan Kedu, dan

Kecamatan Candiroto, sekurang kurangnya 3OO m; dan

3) Xecamatan Tlogomulyo, Kecamatant Kaloran, Kecamatan Kandangan,

Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Keeamatan Bansari,

Kecarnatan Kl,edung, Kecarnatan Etejerr, Kecarnatan Tretep, dan
Kecamatan Wonoboyo, sekurang kurangnya berjarak 4OO m.

e. Batasan luas lantai penjualan Toko *Iodern adalah sebagai beril{utr
\'- Ll Minimnrlet, kurang dari 4OO m2 ( empat ratus meter persegi );

2l SuprwwiM, 4OO m2 {empat ratus meter frs€gr} sarrrpai dengan
5.OOO m2 (lima ribu meter persegi);

3j Hgpermarlwt, diatas 5.OOO rr2 (lima ribu meter persegi);

4l fupartrnent Store, diatas 40O m2 {empat ratus meterpersesr]; dan

5) Psrkulakan, diatas 5,000 m2 {hs*a nbu ureter pcrses}.

f. Toko Modern w4iib menyediakan:
1) areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 {satu} unit

kendaraan roda empat untuk setiap 6O me (enam puluh meter persegi)

luas lantai Toko Modern;
2) fasilitas publik yang bersih, sehat, aman dan nya:nran; dasr

3) fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil pada posisi yang sama-sama

\,+ mengunfungkan.

Pasal 6

Pendirian Toko Modern diutamakan bagi pelaku usaha yang domisilinya sesuai

dengan lokasi ?oko Modern dimaksud.

Pasal 7

Datram perencanaan peddirian Toko Modern w4iib memperhitungkan kondisi
sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan UMKM sejenis yang berada di
lingkungan yang bersangkutan dengan mengadakan sosialisasi kepada

masyarakat setempat



Bagian Kedua
Operasional Toto Modern

PasaI 8

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai

berikut:
a. Minimarket, Supermarket dan Hgpermarket menjual eceran barang konsumsi

terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

b. Dopattmmt,$ore, menjual seeafa eeeriin blrrang konsumsi utamanya produk

sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis

ketarriin ddn/aau tingkat usia kons0men; dan

c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 9

Tenaga kerja yang dibutuhkan guna operasional Toko Modern diutamakan

tenaga kerja yang berasal dari lingkungan dimana Toko Modern berdiri.
BAB V

PERIANAN

Pasal 1O

Syarat pendirian Toko Modern adalah:

a. memiliki Izin Mendirikan Bangun (IMB);

b. memiliki Izin Gangguan dengan jenis usaha Toko Modern;

c. memiliki Surat tzin Usaha Perdagangan; 
:

d. menyampaikan hasfl analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan

keberadaari UMKM sejenis yang berada di lingf<ungnn yang krs€m$kuten,
dan hasil sosialisasi dengan warga masyarakat di sekitarnya;

e. menyampaikan rerrcana kemitraan dengan umha mi'kro dan usatra kecil; dan,:
fl menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan.'dan memafuhi

ketentuan yang berlalm.

Pasal L1

(l\Izin sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 1O diajukan kepa.da Bupati rnelalui

SKPD Pelaksana Pelayanan Perizinan.

, (2) Syarat pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf d, huruf e, dan huruf f diverifikasi dan dikaji oleh Tim yang dibentuk
.i

oleh Bupati.
(3) Hasil verifilesi dan k4iian Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat {21menjadi

bahan pefiiinb{rngan Bupati dalam memben:kan ijin pendirian Toko Modam.

Pasal 12

Pelaku usaha yang telah mendapat izia sebagaimarla dimaksud dalam Pasal 1O

dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan memberikan laporan secara

periodik perkembangzm usaha kepada SKPD terkait.

r ,'ll



Fr IBAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan Toko Modern.

(2) Pelaksarraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

{3}Pengawasaa sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan terhadap
pengelolaan Toko Modern termasuk pengawasan terhadap manajemen

kerjasama dan kemitraan dengan UMKM sejenis.

BAB VII
KEMITRAAN USAHA

Pasal 14

(1) Setiap toko modern wajib melakukan Kemitraan usaha dengan UMKM lokal.

{2} Kemitraan usaha dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas,

wEar, berkeadilan dan transparan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temantssung
pada-tanggal tB * B - 2OL2

SUPATI GGUNG,

AFANDI

Diundangkan di Temanggung
padatanggal I -B zA12;

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

tsERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAI{UN 2A12 NOMOR

i

SEKDA


